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ABSTRAK 

 
Kebijakan mengenai Polmas, telah dikeluarkan oleh Kapolri melalui 

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Pemolisian Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat (Community 

Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas adalah suatu kegiatan untuk 

mengajak masyarakat melalui kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga 

mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan 

masalahnya” Sebagai suatu strategi,  

Polmas merupakan model pemolisian yang menekankan kemitraan yang 

sejajar, antara polisi dengan masyarakat lokal, dalam menyelesaikan dan 

mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban, 

guna meningkatkan kualitas hidup warga setempat.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polmas dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang, dan mengetahui 

hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi 

hambatan tersebut.  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang mengarah kepada penelitian 

yuridis sosiologis. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data 

primer dan sekunder. Data primer, data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

observasi dan studi kepustakaan. Data sekunder, data yang bersumber dari bahan 

hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis yuridis.  

Peran Polmas dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat 

sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan belum optimal. Hambatan dalam 

implementasi peran Polmas dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: faktor internal dan 

eksternal.  

Faktor internal diantaranya, kebijakan Polri tentang Polmas, Petugas Polmas, 

keterbatasan SDM, fasilitas dan anggaran. Sedangkan faktor eksternal adalah yang 

datangnya dari masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya kasadaran hukum, 

himpitan ekonomi, padatnya penduduk dengan berbagai masalah, dll. 

 Upaya yang dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban dilakukan 

oleh Bhabinkamtibmas sebagai Pengemban Polmas di tingkat desa/ kelurahan. 

Penyelesaian permasalahan Kamtibmas dan sengeketa hukum dilakukan melalui 

non-litigasi (di luar pengadilan), apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan 

atau menyangkut kasus beratmaka ditempuh melalui litigasi (pengadilan).  
 

Kata kunci: Polri, Polmas, Bhabinkamtibmas, FKPM, Magersari, rias 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar  Belakang  Masalah 

Kelurahan Magersari yang padat penduduk memiliki simpul-simpul 

ekonomi, wisata, pendidikan dan perkantoran, seperti pasar burung, pasar 

ikan, pasar barang-barang bekas, terminal angkot, wisata relegi gunung 

Tidar, sekolah, hotel, sentra pertokoan, dan perkantoran. Bersebelahan 

dengan Perusahaan Karoseri New Armada, Artos Swalayan, RSUD Tidar, 

Pasar Induk Rejowinangun, Pasar Induk Gotong Royong, menjadikan 

wilayah ini sebagai pusat tujuan dan urat nadi     berbagai aktifitas masyarakat. 

Dari kondisi tersebut, beragam permasalahan sering terjadi, mulai dari 

masalah antar individu, keluarga, kelompok kepentingan, sosial 

kemasyarakatan, antar kampung, hingga kasus kekerasan maupun tindak 

kejahatan sering terjadi dan berlangsung cukup lama. Dari generasi ke 

generasi dengan pola dan model yang berbeda, pelanggaran keamanan, 

ketertiban, tindak kekerasan dan kejahatan menjadi hal yang sering terjadi. 

Pelanggaran keamanan dan ketertiban hampir setiap saat terjadi, kejahatan 

bukan lagi dianggap sebagai masalah, namun di beberapa lingkungan 

melakukan pelanggaran hukum justru dapat menaikkan strata sosialnya, 

memiliki pengaruh dan wibawa. 

Berdasarkan data yang kami peroleh dari Kantor Kelurahan Magersari 

dan Bhabinkamtibmas, setidaknya terdapat 21 kasus menonjol yang terjadi 

pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Kasus yang sering terjadi adalah 

perkelahian, penganiayaan, tawuran antar kampung, pernikahan dini, 
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KDRT, kumpul kebo, pencurian, miras hingga Narkoba. 

Aparat keamanan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama telah 

melakukan upaya terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Dibentuknya Pemolisian Masyarakat (Polmas) di wilayah Kelurahan 

Magersari diharapkan dapat menjadi wadah kemitraan antara Polri dan 

masyarakat sebagai upaya preventif dan solutif, namun gangguan keamanan 

dan ketertiban tetap masih sering terjadi. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut bagaimana “Peran Polmas dalam Menjaga 

Kemanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang”. 

1.2.  Identifikasi  Masalah 

1. Kompleksnya masalah yang terjadi di wilayah Kelurahan Magersari 

berpotensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban yang sulit 

untuk diselesaikan.  

2. Tokoh masyarakat kalah pengaruh dengan pelaku tindak kejahatan, 

sehingga dipersepsi masyarakat bahwa masalah gangguan keamanan 

dan keteriban menjadi urusan dan tanggungjawab aparat penegak 

hukum. 

3. Jumlah personil tidak sebanding dengan masalah yang harus 

diselesaikan. 

4. Polmas di Kelurahan Magersari tidak berjalan sebagaimana yang 

diharapkan. 

5. Apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, diselesaikan oleh 

Bhabinkamtibmas selaku pengemban Polmas di Kelurahan. 
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1.3.  Pembatasan  Masalah 

Kompleksnya masalah yang timbul di wilayah Kelurahan Magersari 

tidak bisa dibebankan kepada lembaga atau pihak tertentu. Aparat penegak 

hukum yang ditugaskan tidak sebanding dengan permasalahan yang terjadi. 

Polmas yang dibentuk juga belum bisa berjalan sebagaimana amanat 

Peraturan Perundang-undangan. 

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah penulis kemukaan, 

maka perlu adanya pembatasan dalam penilitian masalah, sehingga dapat 

lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian dan pembahasannya.  

Dalam penelitian ini, permasalahan dibatasi pada:  

1. Peran Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di 

Kelurahan Magersari Kota Magelang. 

2. Hambatan dan upaya yang dilakukan Polmas dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang.  

1.4.  Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis  merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Polmas dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang? 

2. Apa hambatan Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di 

Kelurahan Magersari Kota Magelang dan bagaimana upaya untuk 

mengatasinya?  

1.5.  Tujuan  Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam 
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melangkah sesuai dengan maksud dilakukannya penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui peran Polmas dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang. 

2. Untuk mengetahui hambatan Polmas dalam menjaga keamanan dan 

keteriban di Kelurahan Magersari Kota Magelang. 

3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Polmas 

Kelurahan Magersari untuk menanggulangi hambatan tersebut. 

1.6.  Manfaat  Penelitian 

Dengan diilakukannya penelitian ini, penulis berharap akan mendapat 

manfaat dan kegunaan, yaitu: 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya 

kajian hukum pidana maupun hukum perdata terhadap pelaksanaan 

pemolisian masyarakat khususnya terkait dengan penyelesaian Tindak 

Pidana Ringan (Tipiring) di masyarakat. 

1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1.  Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan masukan dan bahan pertimbangan mengenai arti 

penting keberadaan Polmas dalam menyelesaikan 

masalah-masalah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang 

timbul di masyarakat dengan bijak dan adil oleh 

masyarakat itu sendiri. 

1.6.2.2. Bagi Polri, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan guna meningkatkan kerjasama kemitraan dengan 
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masyarakat dalam mengimplementasikan Program 

Polmas. 

1.6.2.3.   Bagi peneliti lain dengan topik sejenis, hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan 

pembanding. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu 

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun 

hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik 

penelitian yaitu Peran polmas dalam menjaga dan menyelesaikan gangguan 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian terdahulu yang penulis 

lakukan kajian adalah: 

No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

1 A.Wah- 

yuru- 

dhan- 

to 

Analisis 

Kemampu

an Deteksi 

Dini oleh 

Bhabinka

mtibmas 

dalam 

Implement

asi Polmas 

sebagai 

Penguatan 

Program 

Satu Polisi 

Satu Desa. 

1. Bagaimana 

kondisi 

kemampuan 

deteksi dini 

oleh Bhabin-

kamtibmas 

dalam 

implementasi 

Polmas saat 

ini? 

2. Apa faktor-

faktor yang 

mempenga-

ruhi 

kemampuan 

deteksi dini 

oleh 

1. Kemampuan deteksi dini 

anggota Bhabin-

kamtibmas secara umum 

cukup mema-dai, terutama 

dalam kemampuan 

mengum-pulkan informas 

atas suatu kejadian atau 

fenomena yang ber-

kembang. Namun karena 

“feeling intelijen” tidak 

dipu-nyai oleh semua 

anggota Bhabinkam-

tibmas, seringkali kejadian 

atau infor-masi yang mem-

punyai implikasi potensi 

rawan Kamtibmas tidak 

dapat secara cepat 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

Bhabinkamtib

mas dalam 

implemen-tasi 

Polmas? 

3. Apa hambatan 

dalam 

meningkat-kan 

kemampuan 

deteksi dini 

oleh 

Bhabinkamtib

mas dalam 

implemen-tasi 

Polmas? 

4. Apa yang 

sudah 

dilakukan 

Polri dalam 

rangka 

meningkatkan 

kemampuan 

deteksi dini 

oleh Bhabin-

kamtibmas 

dalam 

implementasi 

Polmas? 

direspons. Termasuk 

kemampuan melaku-kan 

adminitrasi intelijen yang 

secara umum masih belum 

terampil.  

2. Keterbatasan pendi-dikan, 

karena rekrut-men utama 

Bhabin-kamtibmas dari 

Brigadir dengan 

pendidikan dasar SMA 

serta dukungan ang-garan 

operasional 

Bhabinkamtibmas masih 

menjadi ken-dala dominan 

yang signi-fikan dalam 

rangka optimalisasi 

kemampu an deteksi dini. 

Namun “semangat kerja” 

dari para Bhabinkamtib-

mas dapat menjadi 

dukungan untuk 

mengurangi kelemah-an 

tersebut, terutama dari 

dukungan masya-rakat 

akan kehadiran 

Bhabinkamtibmas di 

wilayahnya sangatlah 

signifikan. 

3. Beban tugas yang diberikan 

pada Bha-binkamtibmas 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

sering-kali “over loaded”, 

karena harus menjalan kan 

perintah pimpinan untuk 

mendukung pelaksanaan 

tugas di kewilayahan. 

Distribusi anggota ke 

daerah-daerah pelo-sok, 

terutama di luar Pulau 

Jawa (secara spesifik dari 

hasil pe-nelitian ini di 

wilayah perbatasan) harus 

men jadi pertimbangan pen 

ting dalam kebijakan 

penyebaran personel 

4. Dalam upaya mening-

katkan kemampuan deteksi 

dini sebagai implementasi 

Polmas untuk mendukung 

program “satu polisi satu 

desa”, Polri telah 

melakukan berbagai 

terobosan dengan 

memberikan penguat-an 

bagi capacity building 

anggota Bha-

binkamtibmas. Namun 

upaya ini baru terlaksana 

sebagian saja,m terutama 

di kota-kota besar, 

sementara kebutuhan 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

peningkatan kemampuan, 

terutama dalam konteks 

peneli-tian ini untuk 

membe-rikan “wawasan 

intelijen” yang me-madai, 

diperlukan bagi seluruh 

anggota Bhabinkamtibmas. 

2 Rosyid 

Effendi 

Bagus 

Panun 

tun 

Kemitraan 

Polisi 

dengan 

Masyara-

kat dalam 

Mewujud-

kan Kam-

tibmas 

(Studi 

Kasus di 

Kecama-

tan Gemo-

long, 

Kabupaten 

Sragen) 

1. Bagaimana 

profil 

peraturan 

hukum 

pengaturan 

kemitraan 

polisi dengan 

masyarkat 

dalam 

mewujudkan 

kamtibmas? 

2. Bagaimana 

kondisi 

kamtibmas di 

Keca matan 

Gemolong, 

Kabupaten 

Sragen? 

3. Bagaimana 

kemitra an 

polisi dan 

masya rakat 

dalam mewu-

1. Profil peraturan hukum 

pengaturan kemitraan 

polisi dengan masyarakat 

dalam mewujudkan 

Kamtibmas diatur dalam 

Undang-Undang No. 2 

Tahun 2002 tentang 

Kepoli-sian Negara 

Republik Indonesia, 

khususnya Pasal 2, 4, 14 

dan 15. Kemitraan polisi 

dengan masyarkat dalam 

mewujudkan Kamtibmas 

juga diatur dalam Perkap 

No. 3 Tahun 2015 ten-tang 

Pemolisian Masyara-kat 

yang diwujudkan dalam 

bentuk Forum Kemitraan 

Polisi dan Masyarakat 

(FKPM). FKPM 

merupakan upaya yang 

dilakukan oleh Polri 

dengan di-wujudkannya 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

judkan 

kamtibmas? 

sebuah forum 

beranggotakan masyarakat 

itu sendiri yang dibina 

langsung oleh Polsek 

wilayah-nya, melalui 

Bhabin-kamtibmas. 

Program ini tepat 

diterapkan karena 

masyarakat ikut berperan 

aktif menjaga keamanan 

dan ketertiban masya-rakat 

di daerah tempat mereka 

tinggal.  

2. Kondisi Kamtibmas di 

Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen 

berdasarkan data yang 

diperoleh dari Polsek 

Gemolong menunjuk kan 

bahwa tingkat ke-jahatan 

pada tahun 2017 sebanyak 

30 kasus dan pada 2018 

menurun menjadi 23 kasus.  

     Jenis tindak pidana yang 

paling banyak terjadi 

adalah tindak pidana 

minuman keras dan 

pencurian kendaraan 

bermotor.  

3. Kemitraan Polisi dan 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

Masyara kat dalam 

mewujudkan Kamtib-mas 

dilaksanakan me-lalui 

Forum Kemitra-an Polisi 

dan Masyara kat (FKPM) 

serta pembinaan kegiatan 

siskamling pam swa karsa, 

pengaturan lalu lintas yang 

dilakukan oleh pemuda 

pada aktivitas pasar 

Gemolong dan penge-

lolaan parkir, serta 

melakukan pencegah-an 

dan mengantisipasi 

gangguan kamtibmas. 

3 Yoslan 

K. Koni 

Penerapan 

Peraturan 

Kapolri 

Nomor 3 

Tahun 

2015 

tentang 

Pemolisi-

an Masya-

rakat 

dalam 

penegakan 

hukum di 

Provinsi 

Gorontalo 

1. Bagaimana 

Pene-rapan 

Peraturan 

Kapolri 

Nomor 3 

Tahun 2015 

tentang 

Pemolisian 

Masya-rakat 

Dalam 

Penegakan 

Hukum Di 

Provinsi 

Gorontalo ? 

2. Apa yang 

1. Penerapan Peraturan 

Kapolri Nomor 3 Tahun 

2015 dalam menciptakan 

penegak an hukum di 

Provinsi Gorontalo belum 

sepenuhnya dijalan -kan 

karena masih banyak 

kekurangan personil 

kepolisian yang ditugaskan 

ke masing-masing wila-

yah kerja.  

Guna mendukung 

penegakan hukum di 

Provinsi Gorontalo, 

kemudian dibentuk Polisi 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

 menjadi 

hambatan 

dalam Proses 

Penerapan 

Pemolisian 

Masya-rakat di 

Provinsi 

Gorontalo ? 

 

Masyarakat (Polmas) di 

masing-masing wilayah 

atau desa/ kelurahan. 

Adapun peran Polisi 

Masyarakat (Polmas) yang 

ditugaskan di masing-

masing wila-yah atau desa/ 

kelu-rahan dalam hal men-

dukung penegakan hukum 

di Provinsi Gorontalo 

adalah untuk menciptakan 

keamanan dan keter-tiban 

masyarakat (Kamtibmas) 

melalui koordinasi dengan 

Polsek di masing-masing 

kab/kota. 

2. Hambatan dalam 

penerapan pemolisian 

masyarakat di wilayah 

Gorontalo, yakni: belum 

semua kepala satuan 

wilayah (Kasatwil) 

memahami konsep Polmas 

serta masih relatif rendah-

nya gaji/tunjangan Polmas. 

Penelitian ini hendak 

memberikan saran kepada 

Pem-prop Gorontalo ber-

sama pihak Kepolisi-an 

Daerah Gorontalo untuk 
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No Penulis Judul 
Rumusan 

Masalah 
Hasil dan Pembahasan 

memberikan sosialisasi 

mengenai keberadaan, 

tugas dan wewenang 

Polmas secara lebih op-

timal. Selain itu, 

diperlukan juga adanya 

pening-katan tunjangan 

bagi para anggota Polmas 

yang ditugas kan di 

masing-masing wilayah 

kabupaten/ kota di Provinsi 

Gorontalo. Dengan 

demikian, Polmas dapat 

bekerja secara lebih efektif 

untuk mendukung proses 

penegakan hukum di 

wilayah Gorontalo. 

 

Penelitian Terdahulu tersebut penulis dapatkan dari googling, yang 

selanjutnya penulis melakukan fokus penelitian ini pada Peran Polmas 

dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota 

Magelang. Yang membedakan dari penelitian ini adalah secara dejure 

Polmas telah dibentuk, namun secara defacto Polmas tidak berfungsi. 

Selanjutnya penyelesaian masalah terkait gangguan keamanan dan 

ketertiban di Kelurahan Magersari dilakukan oleh Bhabinkamtibmas. 
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2.2. Landaan Teori 

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan 

seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. 

Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu 

sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono (2010:54) 

Dalam penelitian ini dianalisa peran polmas dalam melakukan 

pencegahan dan penanganan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban 

menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mengutamakan 

pendekatan pencegahan maupun pembinaan masyarakat. 

Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak 

hukum dan pengayom masyarakat, melakukan kemitraan dengan masyarakat 

dalam melakukan pencegahan dan penyelesaian masalah ganguan keamanan 

dan ketertiban di masyarakat. Peran Polmas menjadi sangat strategis di 

dalam menjaga, dan menindaklanjuti masalah-masalah yang mengganggu 

keamanan dan keamanan di masyarakat. 

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya “Pokok-pokok Sosiologi 

Hukum”, bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh :  

1) Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)  

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum.  

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 

atau diterapkan.  

5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
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Kelima faktor di tersebut saling berkaitan eratnya antara satu dengan 

lainnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga 

merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.  

Dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak 

perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain 

menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut 

mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang 

dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan 

oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang 

dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-

undang. 

Agar hukum dapat bekerja efektif, baik sebagai kaidah maupun 

sebagai sikap atau perilaku adalah membimbing perilaku manusia. Masalah 

pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau 

kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap 

tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektivitas 

penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar 

hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk 

menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada 

masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut 

menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. 

Kaitan antara teori yang dipilih dengan data yang diperoleh adalah 

dengan adanya efektifitas hukum sebagai landasan teori akan terlihat 

keefektifitas suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU tentang 
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Polmas.  

Guna menghasilkan data yang lebih spesifik maka penulis 

menggunakan metode pendekatan kasus dan wawancara dalam penelitian 

ini. Pendekatan ini dilakukan dengan langkah mengumpulkan data-data 

kasus (arsip), bertemu dengan korban, wawancara dengan 

Bhabinkamtibmas, dan tokoh masyarakat. Menganalisis penyelesaian kasus 

yang terjadi, hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam 

rangka menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Magersari.   

 

2.3. Landasan Konseptual 

2.3.1. Tinjauan Umum Tentang Keamanan dan Ketertiban 

Ketertiban adalah suatu keadaan dimana segala kegiatan dapat 

berfungsi dan berperan sesuai ketentuan yang ada.  

Sedangkan keamanan  adalah, ketertiban masyarakat yang 

merupakan suatu situasi yang dibutuhkan oeh masyarakat dalam hal 

pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. 

Situasi kamtibmas yang baik sangat diharapkan oleh seluruh 

masyarakat untuk dapat diwujudkan, sehingga menimbulkan perasaan 

tentram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan 

motifasi dan semangat dalam bekerja, karena tidak ada rasa takut 

akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa.  

Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) merupakan 

tanggung jawab seluruh masyarakat dan pemerintah, termasuk di 

dalamnya adalah kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Dalam 

pelaksanaannya, kepolisian melakukan upaya-upaya maupun tindakan 
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yang diwujudkan dalam kegiatan berupa operasi keamanan dan 

ketertiban, baik yang bersifat rutin maupun khusus.  

Menurut UU Negara Republik Indonesia yaitu UU No. 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 angka 5 

mengenai Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai 

salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional 

dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh 

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta 

terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta 

mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, 

mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan 

bentuk-bentuk gangguan lain yang meresahkan masyarakat.  

Pengertian Kamtibmas sebagaimana disebutkan merupakan 

suatu kebutuhan dasar masyarakat yang menginginkan suasana aman, 

damai dan tertib dalam tata kehidupan. Hal ini berkaitan dengan 

harapan dan keinginan masyarakat yang mendambakan perasaan 

bebas dari ganguan fisik dan psikis, bebas dari rasa takut dan segala 

macam ancaman bahaya serta perasaan damai dan tenteram lahir dan 

bathin. Hak-hak tersebut adalah hak alami manusia berdasarkan 

hukum alam. Oleh karena manusia mempunyai hak yang dikenal 

sebagai bayangan hidup dari Tuhan, maka setiap individu mempunyai 

hak untuk berdaulat, hak untuk berada, hak untuk berfungsi dan hak 

untuk dilindungi.  

Menurut Koesparmono Irsan, gangguan kantibmas dapat dibagi 
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menjadi 3 (tiga) yaitu:  

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan 

gejala pathologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat secara universal.  

2. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana 

pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku 

menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam 

perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang 

meningkat.  

3. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional 

yang menunjukan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan 

tersebut diatas baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, 

locus delictinya maupun dari segi korbannya.  

 

2.3.2. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa 

2.3.2.1.  Pengertian Sengketa 

Sengketa merupakan perbedaan kepentingan anatar 

individu atau lembaga pada obyek yang sama yang 

dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan diantara 

mereka. Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana 

saja. 

2.3.2.2.  Penyelesaian Sengeketa 

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian 

perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan 

pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua 

cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar 

pengadilan).  
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Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi 

merupakan sarana terakhir (ultimum remidium) bagi para 

pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui 

non litigasi tidak membuahkan hasil. 

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar 

pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu: 

1) Konsultasi, yaitu suatu tindakan yang dilakukan 

antara satu pihak dengan pihak yang lain yang 

merupakan pihak konsultan 

2) Negosiasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan 

dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan 

bersama atas dasar kerja sama yang lebih 

harmonis 

3) Mediasi, yaitu penyelesaian melalui perundingan 

untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak 

dengan dibantu oleh mediator 

4) Konsiliasi, yaitu penyelesaian sengketa dibantu 

oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para 

pihak untuk mencari solusi dan mencapai 

kesepakatan di antara para pihak. 

5) Penilaian Ahli, yaitu pendapat para ahli untuk 

suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Negosiasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi
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Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk 

penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah 

satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam 

pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal 

tersebut kita ketahui bahwa mediasi adalah penyelesaian di 

luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, 

mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan. 

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 

30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian 

sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase 

yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan 

yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 

secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa 

2.3.3. Tinjauan Umum Tentang Bhabinkamtibmas 

Polisi dan kepolisian mengandung pengertian yang berbeda. 

Polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang dibentuk 

oleh negara, dan kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. 

Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi 

dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai fungsi, 

yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa 

undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain 

memeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.  
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Di dalam Pasal 1 ayat (4) peraturan Kepala Kepolisian Republik 

Indonesia No 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa :  

“Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 

yang selanjutnya disebut Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas 

di Desa/kelurahan”.  

 

Jadi Bhabinkamtimas merupakan kesatuan kepolisian yang 

ditugaskan untuk membina ketertiban dan keamanan masyarakat dan 

terjun langsung ke Desa/kelurahan. 

Tugas pokok Bhabinkamtibmas melakukan pembinaan 

masyarakat, deteksi dini, dan mediasi/negosiasi agar tercipta suasana 

yang kondusif di Desa/Kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok, 

sebagaimana di maksud Pasal 9 huruf b Peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Bhabinkamtibmas melakukan 

kegiatan :  

1) Kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh 

wilayah penguasaannya.  

2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem 

solving)  

3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat  

4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana  

5) Kunjungan dari rumah kerumah(door to door) pada seluruh 

wilayah  

6) penguasaannya.  

7) Melakukan dan membantu pemecahan masalah(problem 

solving.  
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8) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat  

9) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana  

10) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang 

tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran  

11) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana 

alam dan wabah penyakit.  

12) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau 

komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas dan 

pelayanan polri.  

Dalam melaksanakan tugasnya Bhabinkamtibmas mempunyai 

fungsi seperti polisi-polisi pada umumnya. Akan tetapi fungsi dari 

bhabinkabtimas itu sendiri mempunyai spesifikasi yaitu pelindung, 

pengayom dan pelayan. 

2.3.4. Tinjauan Umum tentang Pemolisian Masyarakat  

2.3.4.1.  Pengertian Polisi Masyarakat  

Didalam Pasal 1 ayat (2) peraturan Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian 

Masyarakat menyatakan bahwa : “Pemolisian Masyarakat 

(Community Policing) yang selanjutnya disingkat Polmas 

adalah suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat melalui 

kemitraan anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu 

mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan 

serta menemukan pemecahan masalahnya” 
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Strategi polmas merupakan cara untuk 

mengikutsertakan masyarakat, pemerintah, dan pemangku 

kepentingan lainnya dalam melakukan upaya-upaya 

penangkalan, pencegahan dan penanggulangan ancaman 

dan gangguan kamtibmas secara kemitraan yang setara 

dengan Polri, mulai dari penentuan kebijakan sampai pada 

implementasinya.  

2.3.4.2.  Tujuan, Prinsip dan Fungsi Pemolisian Masyarakat  

Tujuan pengaturan Polmas meliputi:  

a) Sebagai pedoman bagi personel Polri dalam 

melaksanakan kegiatan Polmas secara efektif dan 

efisien; dan  

b) terwujudnya kemitraan Polri dan masyarakat yang 

didasar-kan pada kesepakatan bersama untuk 

menangani masalah sosial yang dapat 

mengganggu Kemtibmas guna menciptakan rasa 

aman, tertib dan tentram.”  

Polmas dilaksanakan dengan prinsip:  

(a) komunikasi instensif, yaitu komunikasi dua arah 

yang dilakukan seara terus-menerus antara 

pengemban Polmas dengan masyarakat/komunitas 

melalui pertemuan langsung maupun tidak 

langsung dalam rangka membahas masalah 

keamanan dan ketertiban;  
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(b) kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara 

pengemban Polmas dan masyarakat/komunitas, 

saling menghormati dan menghargai perbedaan 

pendapat;  

(c) kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif 

antara pengemban Polmas dengan 

masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan 

masalah sosial, pencegahan/ penanggulangan 

gangguan keamanan dan ketertiban;  

(d) transparansi, yaitu keterbukaan antara pengemban 

Polmas dengan masyarakat/komunitas serta pihak-

pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin 

rasa aman, tertib dan tentram agar dapat bersama-

sama memahami permasalahan, tidak saling curiga 

dan dapat meningkatkan kepercayaan satu sama 

lain;  

(e) akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan 

pelaksa-naan Polmas sesuai dengan prosedur dan 

hukum yang berlaku dengan tolak ukur yang jelas, 

seimbang dan objektif;  

(f) partisipasi, yaitu kesadaran Polri dan warga 

masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai 

kegiatan masyarakat/ komunitas dalam upaya 

memelihara rasa aman dan tertib, memberi 
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informasi, saran dan masukan, serta aktif dalam 

proses pengambilan keputusan guna mencegah 

permasalahan Kamtibmas dan tidak main hakim 

sendiri;  

(g) hubungan personal, yaitu pendekatan Polri kepada 

komunitas yang lebih mengutamakan hubungan 

pribadi daripada hubungan formal/birokratis;  

(h) proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) 

memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan untuk 

mencegah terjadinya gangguan keamanan dan 

ketertiban secara peningkatan pelayanan 

kepolisian;  

(i) orientasi pada pemecahan masalah, yaitu petugas 

Polri bersama-sama dengan masyarakat/komunitas 

melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, 

menetapkan prioritas dan respon terhadap 

sumber/akar masalah. 

Sedangkan fungsi Polmas, meliputi :  

(a) mengajak masyarakat melalui kemitraan dalam 

rangka pemeliharaan Kamtibmas;  

(b) membantu masyarakat mengatasi masalah sosial di 

lingkungan-nya dalam rangka mencegah 

terjadinya gangguan Kamtibmas;  
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(c) mendeteksi, mengidentifikasi, menganalisis, 

menetapkan prioritas masalah, dan merumuskan 

pemecahan masalah Kamtibmas; dan  

(d) bersama masyarakat menerapkan hasil pemecahan 

masalah Kamtibmas. 

2.3.4.3. Pengorganisasian Pemolisian Masyarakat Indonesia  

Pengorganisasian Polmas merupakan pengkategorian 

tingkatan peyelenggaraan Polmas. Pengororganisasi Polmas 

tersebut telah diatur dalam Pasal 24 Ayat (1) 5 Peraturan 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indoneisa Nomor 3 

Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, meliputi:  

(a) ditingkat Mabes, dibawah tanggung jawab 

Kabaharkam Polri, pelaksanaannya 

dikoordinasikan oleh Dirbinmas Baharkam Polri;  

(b) ditingkat Polda dibawah tanggung jawab Kapolda, 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Dirbinmas 

Polda;  

(c) ditingkat Polres dibawah tanggungjawab Kapolres, 

pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kasatbinmas 

Polres;  

(d) ditingkat Polsek dibawah tanggungjawab 

Kapolsek dan pelaksanaannya dikendalikan oleh 

Kanitbinmas Polsek.”  

 

Pelaksanaan Polmas dilaksanakan oleh pengemban 
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Polmas dan Bhabinkamtibmas. Pengemban Polmas 

merupakan setiap personel Polri yang melaksanakan Polmas 

di masyarakat atau komunitas sedangkan Bhabinkamtibmas 

merupakan sebutan bagi Bhayangkara Pembina Keamanan 

dan Ketertiban Masyarakat yang merupakan pengemban 

Polmas di desa dan kelurahan. 
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2.4. Kerangka Berpikir  

Tabel  1 

Skema Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

JUDUL 

Peran Polmas dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban di Kelurahan Magersari Kota 

Magelang. 

TUJUAN 

 

1.  Untuk mengetahui peran Polmas dalam menjaga kemanan dan 

ketertiban di Kelurahan Magersari Kota Magelang. 

 

2. Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan 

Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di 

Kelurahan Magerari Kota Magelang. 
 

METODE 

 

1. Pendekatan Penelitian : Undang Undang, dan Kasus 

2. Jenis Penelitian : Yuridis Sosiologis 

3. Fokus Penelitian : Analisis Yuridis Sosiologis tentang Peran 

Polmas dalam menjaga keamanan dan ketertibmasyarakat. 

4. Lokasi Penelitian : Wilayah hukum Kelurahan Magersari 

Kota Magelang. 

5. Bahan Hukum : UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, 

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas, Kep 

Kapolri No. KEP/773NII/2016 tentang Buku Pintar 

Bhabinkamtibmas. 

6. Teknik Pengambilan Data : Wawancara, Observasi, dan 

Studi Kepustakaan. 

7. Analisis Data : Deskriptif Kualitatif. 

OUTPUT 

Skripsi 

OUTCOME 

Naskah 

Publikasi 

RUMUSAN MASALAH 

 

1.   Bagaimana peran Polmas dalam 

menjaga keamanan dan ketertiban 

di Kelurahan Magersari? 

 

2.   Bagaimana hambatan dan upaya 

yang dilakukan  Polmas dalam 

menjaga keamanan dan ketrtiban di 

Kelurahan Magersari  Kota 

Magelang? 
 

DATA 
 

 

Studi Pustaka,  UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, 

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Polmas, Kep 

Kapolri No. KEP/773NII/2016 tentang Buku Pintar 

Bhabinkamtibmas. 

Arsip dokumen kasus menonjol yang terjadi pada Tahun 

2019-2021 di Kelurahan Magersari. 
 

PARAMETER 

 

Menganalisi data secara deskriptif kualitatif, 

dikaitkan dengan Peraturan Perundang-

undangan, buku, jurnal, makalah dan artikel 

terkait peran Polmas. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini menekankan penelitian yang 

bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun 

langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui peran Polmas dalam 

mendukung menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kelurahan 

Magersari Kota Magelang. 

Sesuai dengan pendekatan penelitian teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis wawancara, 

dokumentasi, serta observasi. Informan adalah Bhabinkamtibmas, Lurah 

Magersari, Polmas, Ketua RW, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat, 

Korban dan/atau keluarga korban. Data yang diperoleh direduksi, 

dikategorikan sesuai dengan topik penelitian. Setelah itu data dianalisis 

dengan menggunakan teori dan studi-studi lain yang relevan. 

Atas dasar dari konsep tersebut, maka dalam penelitian penulis 

menggunakan teknik: 

Pertama, melalui wawancara. 

Ekana (2008) menjelaskan bahwa wawancara atau intervier 

merupakan serangkaian proses bertemu muka antara peneliti dan responden, 

yang direncanakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Hasilnya 

yang diperoleh dicatat, diadministrasi untuk dapat menjadi materi atau 
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informasi penting dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini narasumber yang diwawancarai adalah Anggota 

Bhabinkamtibmas, Aiptu Sudibyo, Lurah Magersari, Sadma Wahyu 

Djatmiko, SH., Petugas Polmas Kelurahan Magersari, Ketua RW, Sriyono, 

Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat, Supardi, Korban dan/atau Keluarga 

korban terkait dengan kasus yang dijadikan penelitian. 

Kedua, melalui observasi 

Dalam penelitian kualitatif, observasi merupakan alat pengumpul data 

utama. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah dengan 

mengamati implementasi peran Polmas dalam menjaga keamanan dan 

ketertiban di Kelurahan Magersari. Dalam kegiatan observasi ini peneliti juga 

mencari informasi terkait deteksi dini yang dilakukan Polmas. 

Ketiga, melalui arsip dan dokumentasi. 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan 

masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dengan teknik 

dokumentasi, peneliti memperoleh informasi bukan dari orang sebagai 

narasumber tetapi dari berbagai sumber tertulis atau dokumen. 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah yuridis sosiologis. 

Dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran antara undang-undang 

dan peraturan lainnya dengan implementasi di lapangan. 

Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang mengutamakan pada aturan 

hukum / yuridis yang dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial yang 
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terkait dengan penelitian. Yuridis Sosiologis dilakukan berdasarkan 

permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik tindakan 

yang dilakukan oleh manusia dilingkungan masyarakat, maupun pelaksanaan 

hukum oleh lembaga-lembaga sosial.(Sugono, 2006:101). 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian mempunyai makna batasan penelitian, karena di 

lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan 

aktifitas, namun tidak semua tempat, pelaku dan aktifitas kita teliti 

seluruhnya. Untuk menentukan pilihan penelitian maka harus membuat 

batasan yang fokus penelitian. 

Penentuan fokus penelitian memiliki 2 (dua) tujuan yaitu sebagai 

berikut (Moleong, 1991 : 27): 

1) Penentuan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan 

adanya fokus penentuan tempat menjadi layak. 

2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-enklasi 

untuk menyaring informasi yang masuk. Mungkin data cukup 

menarik, tetapi jika tidak dipandang relevan maka data itu tidak 

dipakai. 

Fokus dalam penelitian ini adalah Analisis Yuridis Sosiologis tentang 

Peran Polmas dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan 

dalam penelitian kualitatif. Hal ini karena suatu adanya masalah, baik 

masalah- masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui 

kepustakaan ilmiah. (Moeleong, 2004:7) 
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3.4. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan penelitian tentang Peran Polmas dalam menjaga 

keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Kelurahan Mageresari. 

Letak wilayah Kelurahan Magersari yang strategis, berdekatan dengan 

sentra- sentra ekonomi, pasar, terminal, perkantoran, pendidikan, kampus, 

dan Rumah Sakit, dengan masyarakat yang heterogen, menimbulkan 

paradigma sosial dengan munculnya banyak masalah berupa gangguan 

keamanan dan ketertiban. Kondisi ini berlangsung lama menjadikan 

Magersari dikenal sebagai daerah yang rawan dari gangguan keamanan dan 

ketertiban dimana penulis lahir dan berdomisil. 

3.5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 

kepustakaan dan lapangan yaitu melalui observasi juga wawancara dari 

aparat kelurahan, kepolisian dan masyarakat. 

3.5.1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelusuran 

lapangan dan wawancara dengan Lurah Magersari, 

Bhabinkamtibmas, petugas Polmas, tokoh agama dan tokoh 

masyarakat, serta dengan masyarakat yang bertikai / berselisih. 

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan suatu data yang 

digunakan peneliti untuk membandingkan mengenai peran Polmas di 

masyarakat dengan peran Polisi di wilayah hukum Kelurahan 

Magersari sehingga mengetahui batasan wewenang Polmas agar 

tidak melebihi batas atau dapat disalah gunakan. 
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3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari 

perpustakaan, dokumentasi dan internet, yang merupakan hasil 

penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia sudah dalam 

bentuk buku-buku, dokumentasi, jurnal atau makalah. 

3.6. Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini merupakan alat 

pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan langsung pada 

sumbernya. Teknik pengambilan data yang digunakan, yaitu: 

3.6.1. Wawancara 

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk 

mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti 

dengan informan atau subjek penelitian. Mengingat kondisi Pandemi 

Covid-19 belum pulih, informan banyak kesibukan, dan tidak semua 

narasumber bersedia bertatap muka, maka peneliti memanfaatkan 

kemajuan media telekomunikasi saat ini untuk melakukan 

wawancara. 

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk 

memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau 

tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses 

pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh 

lewat teknik yang lain sebelumnya. 

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil 

wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh 
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sebelumnya.  

Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang 

harus dilalui, yakni:  1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan 

maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). 

Mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358). 

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur, 

yaitu tidak menetapkan secara ketat materi wawancara, urut-urutan 

pertanyaannya, tetapi disesuaikan dengan situasi pada saat 

wawancara berlangsung. Pada saat melakukan wawancara peneliti 

menggunakan teknik wawancara baik langsung (tatap muka) maupun 

tidak langsung (media telekomunikasi), mengingat Pandemi Covid-

19 sedang terjadi. 

3.6.2. Obserevasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

dengan cara mendengar dan melihat perilaku atau fenomena sosial 

yang menjadi fokus penelitian dalam rangka memperoleh data 

penelitian. 

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke masyarakat di 

wilayah yang menjadi sasaran observasi untuk mendapatkan data riil 

sehingga peneliti dapat fokus dalam melakukan penelitian. 

3.6.3. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan merupakan kegiatan penelusuran,      

pengumpulan dan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang  

memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian, berupa 
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literatur-   liiteratur, laporan penelitian, artikel ilmiah, peraturan 

perundang- undangan, jurnal, brosur, website, serta dokumentasi lain 

yang terkait. 

Peneliti juga melakukan kajian kasus serupa yang terjadi di 

beberapa daerah melalui internet. 

3.7. Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu 

mendeskripsikan data secara rinci, lengkap, jelas, dan komprehensif tersusun 

dalam bentuk kalimat yang teratur dan sistematis, sehingga mudah dipahami 

dan diberi makna yang jelas. 

Data dan informasi hasil dari penelitian divalidasi kemudian dianalisis 

dalam bentuk penjelasan yang mudah dibaca dan diinterprestasikan secara 

induktif. Induktif adalah suatu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan 

secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus untuk 

dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti Peraturan Perundang- 

ungangan yang ada, dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan buku, 

jurnal, makalah dan artikel terkait dengan Peran Polmas. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

5.1.1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa 

Polmas di wilayah Kelurahan Magersari Kota Magelang tidak 

berjalan bahkan tidak berfungsi sebagaimana diamanatkan dalam 

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian 

Masyarakat.  

 Apabila terjadi suatu permasalahan, masyarakat cenderung main 

hakim sendiri atau menyerahkan kepada aparat kepolisian. Para 

Tokoh masyarakat, Tokoh agama, dan Tokoh pemuda tidak 

mengetahui terhadap konsep dan keberadaan Polmas. Masyarakat 

juga kurang memahami konsep Polmas yang sesungguhnya 

bertujuan membangun kemitraan antara Polri dan masyarakat dalam 

rangka menjaga keamanan dan ketertiban.  

5.1.2. Kondisi geografis, lingkungan dan kompleksnya permasalahan, menj 

jadikan Polmas yang pernah ada menemui banyak hambatan baik   

secara internal Polri maupun eksternal yaitu dari masyarakat sendiri. 

Hambatan secara internal Polri diantaranya kurangnya dukungan dari 

pimpinan, kekurangan personil, fasilitas, anggaran, dll  

5.1.3. Sedangkan hambatan secara eksternal adalah dari masyarakat sendiri 

seperti rendahnya SDM, kurangnya kesadaran terhadap hukum, 

ekonomi menengah ke bawah, banyak pengangguran, dan pola hidup 

yang kurang mapan. Mereka lebih memilih bersikap pasif untuk 
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terlibat dengan pelanggar Kamtibmas, merasa kalah pengaruh 

dengan para pelaku tindak kejahatan, dan menganggap bahwa 

permasalahan gangguan Kamtibmas adalah urusan aparat. 

Atas ketidakberdayaan Polmas di Kelurahan Magersari, tugas dan 

fungsi Polmas dijalankan oleh Bhabinkamtibmas selaku pengemban 

Polri di tingkat Desa/Kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya 

Bhabinkamtibmas berupaya selalu hadir dalam setiap kegiatan di 

masyarakat, pertemuan warga, pengajian dan lainnya agar bisa 

melakukan deteksi dini terhadap potensi yang dapat mengganggu 

keamanan dan ketertiban. Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan 

rutin  “Tiada Hari Tanpa Silaturrahmi” dan “Door To Door 

System”, bertemu tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda, 

mengunjungi rumah-rumah warga khususnya wilayah rawan 

gangguan Kamtibmas. Upaya tersebut bertujuan menjalin 

komunikasi langsung dengan masyarakat, melakukan preventif dan 

solutif terhadap masalah yang terjadi.  

Untuk mencapai harapan tersebut Bhabinkamtibmas berupaya menciptakan 

kondisi masyarakat yang sadar Kamtibmas sehingga masyarakat sendiri 

yang memiliki daya tangkal, daya cegah dan partisipasi terhadap diri dan 

lingkungannya terhadap setiap ancaman Kamtibmas. 

5.2. Saran 

5.2.1. Tugas dan tanggungjawab Kamtibmas di wilayah Kelurahan 

Magersari tidak hanya diserahkan dan dibebankan sepenuhnya 

kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Bhabinkamtibmas, 

sebagaimana yang terjadi selama ini. 
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Polri sebagai lembaga penegak hukum harus pro aktif mengajak 

semua pihak, baik Pemerintah Daerah maupun masyarakat untuk 

bersama- sama melakukan upaya pencegahan dini, penanganan dan 

pembinaan secara terus menerus dan berkelanjutan agar tercipta 

keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wadah Pemolisian 

Masyarakat (Polmas). 

5.2.2. Konsep Pemolisian Masyarakat akan dapat diterapkan secara efektif 

apabila ada dukungan maksimal dari berbagai pemangku kepentingan 

(stakeholder) baik dari dalam institusi kepolisian sendiri maupun di 

luar  institusi kepolisian. 

5.2.3. Perlu diberdayakan kembali Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 

(FKPM) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. 

FKPM harus dilakukan oleh Polri yang beranggotakan masyarakat 

itu sendiri, dibina oleh Polsek, melalui Bhabinkamtibmas. 

Penulis memandang perlunya dibentuk FKPM di tingkat RW 

khususnya di wilayah rentan gangguan kamtibmas, agar tercipta 

deteksi dini dan pencegahan sebelum terjadi peristiwa yang lebih 

besar. 

Membuat terobosan baru seperti mengadakan sarasehan tentang 

kesadaran hukum, cara menghadapi dan menyelesaikan perkara 

hukum, pembinaan karakter terhadap anak-anak dan remaja, 

kegiatan olah raga, seni dan budaya, dll 



57  

Dengan adanya sinergi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan 

masyarakat dapat lebih mudah untuk melakukan komunikasi, 

koordinasi, dan melaporkan permasalahan yang mereka hadapi. 

Masyarakat juga bisa mendapatkan informasi mengenai situasi 

keamanan dan ketertiban di lingkungannya. 

Agar keamanan dan ketertiban dapat terjaga, tercipta masyarakat 

madani (Civil Society) sebagaimana yang dicita-citakan, maka perlu 

dibangun konsep pengelolaan keamanan dan ketertiban yang 

berorientasi pada kepentingan masyarakat, salah satunya melalui 

konsep Polmas. 
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